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PERATUYRAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 14 TAHUN 2013
TANGGAL : 17 Desember 2013
PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEGAW,|

Al YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

KETERLAMBATAN KETERLAMBATAN PERSENTASE
(TL) PEMOTONGAN
TL 1 >0 menit s.d 31 menit 0,5 %
TL 2 >31 menit s.d 61 menit 1%
TL.3 >61 menit s.d 91 menit 1,25%
TL 4 > 91 menit dan/atau 1,5%
tidak mengisi daftar
hadir masuk kerja
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LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 14 TAHUN 2013
TANGGAL : 17 Desember 2013
PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWA] YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA
PULANG SEBELUM LAMA MENINGGALKAN PERSENTASE
WAKTUNYA PEKERJAAN SEBELUM PEMOTONGAN
PSW 1 >0 menit s.d 31 menit 0,5 %
PSW 2 >31 menit s.d 61 meni} 1%
PSW 3 >61 menit s.d 91 menif 1,25%
PSW 4 > 91 menit dan atau 1,5%
tidak mengisi daftar hadlir
pulang kantor
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Peraturan ini mulai berlaku padq tanggal ditetapkan.
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